
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-1-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimban
g

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141  huruf a 
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959  tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat  II  di  Daerah 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum  Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang    Nomor    28    Tahun    2002 
tentang  Bangunan  Gedung  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  125,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437) 
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 
Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5049);
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6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung 
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 83,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4532);

9. Peraturan  Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan 
Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan 
Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2010 Nomor 119,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung;

12. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 
24/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Teknis  Ijin 
Mendirikan Bangunan Gedung;

13. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemem 
Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun 
2010  tentang  Pedoman  Pemberian  Ijin  Mendirikan 
Bangunan;

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  53  Tahun 
2011 tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
694);
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16. Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2010   tentang 
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan 
Pemerintah  Kabupaten   Sinjai  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI  IJIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sinjai.

4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  DPRD 
ádalah  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai. 

6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang 
menyatu  dengan  tempat  kedudukannya,  sebagian  atau  seluruhnya 
berada di  atas dan/atau di  dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya,  baik  untuk  hunian 
atau  tempat  tinggal,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

7. Retribusi  Ijin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat 
retribusi  IMB  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas 
pemberian  jasa  dalam  penerbitan  ijin  mendirikan  bangunan  yang 
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan.
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8. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, 
organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

9. Wajib  retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  yang  menurut 
peraturan  perundang-undangan  mengenai  retribusi  diwajibkan  untuk 
melakukan pembayaran retribusi,  termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi ijin tertentu.

10. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang memperoleh ijin 
mendirikan bangunan gedung dari pemerintah kabupaten.

11. Masa  retribusi  adalah  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang  merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan 
tertentu dari pemerintah kabupaten. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data  objek  dan  subjek  retribusi,  penentuan  besarnya  retribusi  yang 
terutang,  sampai  kegiatan penagihan retribusi  kepada wajib  retribusi 
serta pengawasan penyetorannya.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti  pembayaran  atau  penyetoran  retribusi  yang  telah  dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
kas  daerah  melalui  tempat  pembayaran  yang  ditunjuk  oleh  Kepala 
Daerah.

14. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SKRD 
adalah  surat  ketetapan  retribusi  yang  menetapkan  besarnya  jumlah 
pokok retribusi yang terutang.

15. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  Lebih  Bayar  yang  selanjutnya 
disingkat  SKRDLB adalah surat  ketetapan retribusi  yang  menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi  karena jumlah kredit  retribusi 
lebih  besar  daripada  retribusi  yang  terutang  atau  seharusnya  tidak 
terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi  dan/atau sanksi administratif 
berupa denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi  dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
pajak daerah dan retribusi daerah.
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18. Penyidikan  tindak  pidana  dibidang   retribusi  adalah  serangkaian 
tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  mencari  serta 
mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak 
pidana  di  bidang  retribusi  daerah  yang  terjadi  serta  menemukan 
tersangkanya.

19. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan 
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan 
persyaratan teknisnya.

20. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung 
yang fungsinya untuk  kepentingan  publik,  baik  berupa  fungsi 
keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

21. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang 
didalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya  membutuhkan 
pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat 
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

22. Bangunan permanen adalah bangunan yang karena  fungsinya 
direncanakan mempunyai umur layanan di atas  20 (dua puluh) tahun.

23. Bangunan  semi  permanen  adalah  bangunan yang karena  fungsinya 
direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima)  tahun sampai 
dengan 20 (dua puluh) tahun.

24. Bangunan sementara/darurat  adalah bangunan yang karena fungsinya 
direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan  5 (lima) tahun.

25. Ijin Mendirikan  Bangunan  Gedung  selanjutnya  disingkat  IMB  adalah 
perijinan  yang  diberikan  pemerintah  kabupaten  kepada  pemilik 
bangunan  gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung  sesuai  persyaratan 
administratif  dan  persyaratan  teknis  yang berlaku.

26. Mendirikan bangunan gedung  adalah pekerjaan mengadakan 
bangunan gedung  seluruhnya,  atau sebagian termasuk pekerjaan 
menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan 
pekerjaan tersebut.

27. Mengubah  bangunan  gedung  adalah  pekerjaan  mengganti  dan/atau 
menambah  bangunan gedung  yang ada, termasuk pekerjaan 
membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti  bagian 
bangunan  tersebut,  meliputi  mengubah  fungsi  dan  kegunaan, 
mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah 
jaringan utilitas.

28. Penyelenggaraan  bangunan  gedung  adalah  kegiatan  pembangunan 
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, 
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan 
gedung.

29. Penyelenggara  bangunan  gedung  adalah  pemilik  bangunan  gedung, 
penyedia jasa konstruksi  bangunan gedung, dan pengguna bangunan 


